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PENDAHULUAN 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan salah satu lembaga tinggi 

negara yang memiliki peran vital dalam penyelenggaraan pemerintahan. DPR RI menjalankan tiga fungsi 

utama, yaitu legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang menjadi pilar dalam sistem demokrasi 

perwakilan. Idealnya, lembaga ini menjadi perwujudan aspirasi rakyat serta penyeimbang kekuasaan 

eksekutif. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan publik terhadap DPR RI menunjukkan 

tren penurunan yang signifikan. Fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan politik, tetapi juga 

mencerminkan melemahnya legitimasi lembaga perwakilan rakyat di mata masyarakat. Survei yang 

dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada Januari 2025 menunjukkan bahwa hanya sekitar 69% 

masyarakat menyatakan percaya kepada DPR RI, menempatkannya di peringkat ke-10 dari 11 lembaga 

negara. Temuan ini sejalan dengan survei Populi Center (2023) yang mencatat tingkat kepercayaan 

publik terhadap DPR RI sebesar 63,3%, lebih rendah dibandingkan lembaga seperti Presiden, TNI, dan 

KPK. Data ini memperlihatkan bahwa DPR RI mengalami krisis kepercayaan yang terus berulang. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini menganalisis persepsi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas 
Palangka Raya terhadap isu kepercayaan publik pada DPR RI. Latar belakangnya 
adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat yang konsisten muncul dalam 
berbagai survei nasional. Pendekatan yang digunakan bersifat kuantitatif deskriptif 
melalui survei terhadap 108 mahasiswa angkatan 2023 yang dipilih dengan simple 
purposive sampling. Instrumen penelitian mengukur persepsi mahasiswa berdasarkan 
dimensi kognitif, afektif, dan konatif, serta tingkat kepercayaan pada aspek kemampuan, 
integritas, dan kebajikan. Hasil menunjukkan mahasiswa memiliki pemahaman kognitif 
yang cukup baik mengenai fungsi DPR RI (2,85), sementara dimensi afektif sangat 
rendah (1,68) yang mencerminkan kekecewaan terhadap perilaku politik anggota DPR. 
Dimensi konatif menjadi yang tertinggi (3,13), mengindikasikan semangat partisipatif 
untuk tetap mengawasi lembaga legislatif. Pada aspek kepercayaan, kemampuan dinilai 
cukup (2,59), sedangkan integritas (2,45) dan kebajikan (2,37) berada pada kategori 
rendah. Temuan ini menunjukkan krisis kepercayaan terhadap DPR RI juga dirasakan 
mahasiswa FISIP sebagai kelompok intelektual muda. Persepsi negatif terutama 
dipengaruhi penilaian terhadap moralitas dan keberpihakan DPR, bukan soal 
kemampuan teknis. Penelitian menekankan perlunya langkah pemulihan melalui 
transparansi, penguatan etika, dan komitmen terhadap kepentingan publik. 
 
ABSTRACT  
This study analyses the perceptions of Public Administration students at the University of 
Palangka Raya regarding public trust in the Indonesian House of Representatives. The 
background to this study is the consistently low level of public trust that has been 
revealed in various national surveys. A descriptive quantitative approach was used 
through a survey of 108 students from the 2023 cohort, who were selected using simple 
purposive sampling. The research instrument measured students' perceptions based on 
cognitive, affective, and conative dimensions, as well as the level of trust in terms of 
competence, integrity, and virtue. The results show that students have a fairly good 
cognitive understanding of the functions of the DPR RI (2.85), while the affective 
dimension is very low (1.68), reflecting disappointment with the political behaviour of 
DPR members. The conative dimension was the highest (3.13), indicating a participatory 
spirit to continue monitoring the legislative body. In terms of trust, competence was rated 
as adequate (2.59), while integrity (2.45) and virtue (2.37) were in the low category. 
These findings show that the crisis of trust in the DPR RI is also felt by FISIP students as 
a group of young intellectuals. Negative perceptions are mainly influenced by 
assessments of the morality and partiality of the DPR, not technical capabilities. The 
study emphasises the need for recovery measures through transparency, strengthening 
ethics, and commitment to the public interest. 
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Kondisi ini menunjukkan adanya jarak sosial dan psikologis antara masyarakat dengan wakilnya di 

parlemen, yang apabila dibiarkan dapat mengancam kualitas demokrasi Indonesia. 

Krisis kepercayaan publik terhadap DPR RI umumnya dipicu oleh persepsi negatif masyarakat 

mengenai kinerja lembaga tersebut. Isu korupsi, pelanggaran etik, politisasi kebijakan, serta kurangnya 

transparansi menjadi faktor utama yang membentuk persepsi publik bahwa DPR RI tidak sepenuhnya 

berpihak kepada rakyat. Dalam konteks perilaku politik, persepsi memiliki peran penting karena 

memengaruhi cara individu menilai dan merespons suatu objek sosial. Persepsi adalah proses di mana 

seseorang mengorganisasi dan menginterpretasikan kesan sensorik untuk memberikan makna terhadap 

lingkungan (Organizational Behavior, n.d.). Dengan demikian, persepsi publik terhadap lembaga politik 

seperti DPR RI tidak hanya dipengaruhi oleh fakta objektif, tetapi juga oleh pengalaman, nilai, serta 

ekspektasi masyarakat terhadap lembaga tersebut. 

Mahasiswa, khususnya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), memiliki peran strategis 

dalam memahami dan menilai fenomena tersebut. Sebagai kelompok intelektual yang mempelajari teori-

teori sosial, politik, dan administrasi publik, mahasiswa FISIP memiliki kemampuan analitis untuk 

menafsirkan dinamika hubungan antara lembaga negara dan masyarakat. Mereka dilatih untuk berpikir 

kritis, rasional, dan objektif terhadap isu kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, 

persepsi mahasiswa FISIP terhadap DPR RI tidak sekadar mencerminkan opini pribadi, melainkan juga 

cerminan dari pemahaman ilmiah atas konsep kepercayaan publik dan legitimasi politik. Keterlibatan 

FISIP dalam penelitian ini memiliki dasar akademik yang kuat. Sebagai disiplin yang mengkaji perilaku 

sosial dan politik, FISIP berperan dalam membangun kesadaran kritis terhadap lembaga demokrasi. 

Menurut teori persepsi sosial, individu dalam hal ini mahasiswa membentuk pandangannya terhadap 

objek sosial seperti DPR RI berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai yang diperoleh dari 

lingkungan akademiknya (Organizational Behavior, n.d.). Di sisi lain, teori kepercayaan menjelaskan 

bahwa kepercayaan terbentuk dari penilaian terhadap kemampuan (ability), integritas (integrity), dan 

kebajikan (benevolence) suatu pihak. Hubungan antara teori persepsi dan teori kepercayaan ini penting 

untuk memahami bagaimana mahasiswa FISIP membangun pandangan mereka terhadap DPR RI 

apakah lembaga ini masih layak dipercaya atau tidak (Mayer et al., 1995). 

Selain itu, penelitian ini penting karena mahasiswa FISIP mewakili generasi muda yang akan 

menjadi aktor birokrasi, politisi, maupun analis kebijakan di masa depan. Persepsi mereka terhadap DPR 

RI menjadi indikator awal mengenai sejauh mana kepercayaan generasi terdidik terhadap sistem 

perwakilan rakyat. Bila mahasiswa FISIP saja memiliki tingkat kepercayaan rendah, hal ini bisa menjadi 

sinyal serius tentang menurunnya legitimasi politik di kalangan intelektual muda. Sebaliknya, bila 

persepsi mereka konstruktif dan kritis, hal ini menunjukkan potensi perbaikan budaya politik di masa 

mendatang. Meskipun banyak survei telah menyoroti rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR RI, 

penelitian empiris yang menelaah persepsi mahasiswa FISIP terhadap isu trust issue ini masih terbatas. 

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi 

Negara Universitas Palangka Raya memandang isu kepercayaan publik terhadap DPR RI. Dengan 

melihat kondisi menurunnya kepercayaan publik terhadap DPR RI, penelitian ini dirancang untuk 

menjawab bagaimana persepsi mahasiswa terhadap kinerja dan integritas DPR RI, serta sejauh mana 

persepsi tersebut berimplikasi pada tingkat kepercayaan mereka terhadap lembaga legislatif.  

Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian 

ilmu sosial dan politik, khususnya dalam memahami hubungan antara persepsi publik, kepercayaan, dan 

legitimasi lembaga negara. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi DPR RI untuk 

memperbaiki citra dan kinerjanya melalui peningkatan transparansi, integritas, serta keterlibatan publik 

dalam proses legislasi, agar kepercayaan generasi muda terhadap lembaga politik dapat dipulihkan. 

LANDASAN TEORI 

 
Teori Persepsi 

Persepsi adalah proses individu untuk mengorganisasi dan menginterpretasikan informasi sensorik 
dengan tujuan memberikan makna terhadap lingkungan yang ada (Organizational Behavior, n.d.). Setiap 
individu memiliki persepsi yang berbeda terhadap objek atau peristiwa yang sama, karena persepsi 
melibatkan interpretasi yang dipengaruhi oleh pengalaman, ekspektasi, dan latar belakang individu. Tiga 
dimensi utama yang membentuk bagaimana seseorang memandang objek adalah dimensi kognitif, 
afektif, dan konatif. Dimensi kognitif berkaitan dengan cara seseorang memahami, berpikir, memiliki 
harapan, dan pengalaman dalam menerima informasi tentang objek tersebut. Dimensi afektif melibatkan 
perasaan dan emosi seseorang yang memengaruhi bagaimana mereka menilai objek itu, baik positif 
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maupun negatif. Dimensi konatif menunjukkan tindakan, sikap, dan perilaku nyata yang dilakukan 
seseorang sebagai respons terhadap cara mereka memandang objek tersebut, yang menunjukkan 
hubungan antara pikiran internal dan tindakan eksternal dalam konteks sosial. 

Dalam penelitian ini, teori persepsi digunakan untuk memahami bagaimana mahasiswa FISIP 
Universitas Palangka Raya membentuk pandangan mereka terhadap DPR RI sebagai lembaga politik. 
Mahasiswa FISIP dianggap memiliki kesadaran politik yang lebih tinggi karena mereka mempelajari teori 
sosial, administrasi publik, dan perilaku politik yang berkaitan langsung dengan fungsi DPR RI. Melalui 
kerangka teori persepsi, dapat dijelaskan bagaimana pengalaman, nilai akademik, dan paparan informasi 
mahasiswa memengaruhi cara mereka menilai integritas dan kinerja DPR RI. Secara akademik, teori ini 
relevan dengan ranah FISIP karena disiplin ini berfokus pada pemahaman perilaku sosial dan politik 
masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Persepsi mahasiswa FISIP terhadap DPR RI juga menjadi 
indikator bagaimana pengetahuan sosial-politik diterapkan dalam menilai legitimasi lembaga legislatif. 

Beberapa studi empiris, When Politics Affects the Self: High Political Influence Perception Predicts 
Civic and Political Participation (Michalski et al., 2023) menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa 
terhadap kinerja/demokrasi/lembaga politik berhubungan dengan motivasi dan keterlibatan politik 
mereka. Dengan demikian teori persepsi memberikan landasan yang kuat untuk memahami bagaimana 
mahasiswa menilai lembaga politik seperti DPR RI dan bagaimana penilaian tersebut memengaruhi niat 
serta tindakan partisipatif 
 
Trust Theory (Kepercayaan) 

Teori kepercayaan (Trust Theory) merupakan salah satu teori penting dalam kajian perilaku 
organisasi yang dikembangkan secara komprehensif (Mayer et al., 1995) melalui model integratif 
kepercayaan organisasi (An Integrative Model of Organizational Trust). Teori ini menjelaskan bagaimana 
kepercayaan terbentuk, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta konsekuensi perilaku yang 
ditimbulkannya dalam hubungan interpersonal dan konteks organisasi. Menurut Mayer, Davis, dan 
Schoorman (1995), kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk menjadi rentan terhadap tindakan 
pihak lain berdasarkan harapan bahwa pihak tersebut akan bertindak sesuai dengan hal-hal yang penting 
bagi dirinya, walaupun tidak dapat dipantau atau dikendalikan secara langsung. Kepercayaan ini 
terbentuk melalui tiga dimensi utama, yaitu kemampuan (ability), kebajikan (benevolence), dan integritas 
(integrity). Kemampuan mencakup keterampilan, kompetensi, dan karakteristik yang memungkinkan 
seseorang memengaruhi bidang tertentu, seperti seorang pemimpin yang dianggap mampu karena 
keahlian teknis dan manajerialnya yang meyakinkan bawahannya dalam pengambilan keputusan. 
Kebajikan menggambarkan niat baik tanpa motivasi kepentingan pribadi, di mana individu akan lebih 
percaya pada pihak yang menunjukkan perhatian, empati, dan keinginan tulus membantu perkembangan 
mereka. Sementara itu, integritas berhubungan dengan persepsi bahwa pihak lain memegang teguh 
prinsip moral dan etika yang dapat diterima, dengan konsistensi antara perkataan dan tindakan sebagai 
indikator utama, sehingga membangun dasar yang kuat bagi terbentuknya kepercayaan. 

Mahasiswa FISIP memiliki hubungan yang erat dengan teori kepercayaan politik karena secara 
akademik mereka mempelajari prinsip-prinsip good governance, transparansi, serta akuntabilitas 
lembaga publik. Melalui perspektif ini, mahasiswa tidak hanya menilai kinerja formal lembaga politik 
seperti DPR RI, tetapi juga aspek etika dan moralitas politik yang melekat pada perilaku dan integritas 
para anggotanya. Teori kepercayaan digunakan karena mampu menjelaskan mengapa tingkat 
kepercayaan mahasiswa terhadap DPR RI dapat menurun, meskipun mereka memahami fungsi dan 
peran lembaga tersebut secara normatif. 
Sejumlah penelitian mendukung penggunaan teori ini. Tingkat kepercayaan politik generasi muda 
terhadap lembaga negara dipengaruhi oleh sejauh mana mereka memandang lembaga tersebut adil, 
transparan, dan berintegritas (Michalski et al., 2023). Temuan ini sejalan dengan (Martí et al., 2024) yang 
menjelaskan bahwa legitimasi dan moralitas institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap 
kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Dengan demikian, kepercayaan mahasiswa terhadap DPR 
RI dapat dipahami sebagai hasil dari proses penilaian terhadap kualitas moral dan etika lembaga, bukan 
semata-mata dari kinerjanya secara administratif atau fungsional. 
 
Hubungan Teori Dengan Pembahasan 

Teori kepercayaan dan teori persepsi sosial saling berhubungan erat dalam interaksi sosial dan 
bagaimana seseorang membentuk pandangannya terhadap orang lain atau lembaga. Persepsi sosial 
adalah cara individu memahami, menganalisis, dan menilai orang lain berdasarkan informasi yang 
diterima dari lingkungan sosial mereka. Proses ini melibatkan penilaian terhadap kemampuan, 
kesopanan, dan niat baik dari pihak yang dilihat. 

Sementara itu, teori kepercayaan mencakup keyakinan bahwa pihak lain akan bertindak sesuai 
dengan harapan dan tidak merugikan. Kepercayaan ini dibangun berdasarkan tiga elemen utama: 
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kemampuan, integritas, dan kebajikan. Dengan demikian, kepercayaan (trust) muncul ketika individu 
memiliki persepsi sosial yang positif terhadap pihak lain, yang dianggap memiliki kemampuan yang 
memadai, integritas yang baik, dan niat yang tulus. Persepsi sosial memberikan dasar bagi terbentuknya 
kepercayaan, karena individu atau kelompok hanya akan mempercayai pihak lain yang mereka anggap 
memiliki kualitas yang baik, seperti kompetensi dan niat baik. Sebaliknya, jika persepsi sosial terhadap 
pihak lain negatif, maka kepercayaan juga tidak akan terbangun, yang bisa menghambat interaksi sosial 
yang positif. 

Persepsi mahasiswa terhadap DPR RI memengaruhi tingkat kepercayaan mereka pada lembaga 
tersebut. Karena itu, penting memahami bagaimana persepsi itu terbentuk serta faktor-faktor yang 
memengaruhinya, agar bisa menjelaskan mengapa kepercayaan publik terhadap DPR RI semakin 
menurun. Persepsi sosial yang positif dari mahasiswa menjadi dasar utama dalam membangun 
kepercayaan dalam hubungan sosial, sedangkan kurangnya persepsi sosial yang jelas bisa menghalangi 
terbentuknya kepercayaan dan mengganggu interaksi sosial. 

 
METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian menurut Sugiyono (2017) merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk 

mengumpulkan data secara sistematis, logis, dan objektif sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya 

dan menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan yang benar. Metode ini memiliki tahapan yang teratur 

agar proses pengumpulan data berjalan terarah dan menghasilkan temuan yang akurat. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan penilaian mahasiswa terhadap 

kinerja DPR RI secara objektif dan terstruktur tanpa memengaruhi variabel yang diteliti. Pendekatan ini 

dipilih karena mampu memberikan potret apa adanya mengenai persepsi mahasiswa, tanpa menelaah 

hubungan sebab-akibat antarvariabel. 

Metode survei digunakan sebagai teknik utama pengumpulan data karena efektif menjangkau 

banyak responden dalam waktu singkat. Survei juga memberi ruang bagi responden untuk menjawab 

secara mandiri dan anonim, sehingga potensi bias dapat ditekan dan kejujuran jawaban lebih terjamin. 

Populasi penelitian terdiri dari 150 mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Palangka 

Raya angkatan 2023. Fokus pada mahasiswa semester 5 didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka 

telah memperoleh dasar teori sosial, administrasi publik, dan politik serta memiliki tingkat keterlibatan 

organisasi yang lebih tinggi, sehingga dianggap representatif untuk menggambarkan persepsi generasi 

muda terhadap lembaga legislatif. Sampel sebanyak 108 responden dipilih menggunakan teknik 

purposive sampling agar hasil penelitian mencerminkan pandangan kelompok yang relevan dengan isu 

yang dikaji. 

Instrumen penelitian berupa kuesioner berbasis teori persepsi sosial dan teori kepercayaan, 

menggunakan skala Likert empat poin untuk mengukur sikap serta persepsi mahasiswa terhadap DPR 

RI. Kuesioner disebarkan secara daring melalui Google Form untuk memudahkan pengisian dan 

meminimalkan bias. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan menghitung nilai rata-rata 

setiap indikator pada variabel persepsi dan kepercayaan. Analisis ini memberikan gambaran yang jelas 

mengenai pola pandangan mahasiswa terhadap tingkat kepercayaan publik pada lembaga legislatif. 

Pengumpulan data mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari 

responden melalui kuesioner, sementara data sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber 

daring yang relevan. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkuat landasan teori, mendukung 

proses analisis, dan memberi konteks yang lebih luas bagi temuan penelitian. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini melibatkan 108 responden dari mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara 

angkatan 2023 Universitas Palangka Raya. Meskipun target awal berdasarkan tabel Krejcie dan Morgan 

adalah 118 responden dari populasi 150 mahasiswa, penelitian ini berhasil mengumpulkan data dari 108 

responden yang representatif untuk dianalisis. 

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teori utama sebagai landasan analisis. Pertama, Teori 

Persepsi dari Robbins & Judge yang mengukur bagaimana mahasiswa memahami dan menilai DPR RI 

melalui tiga dimensi: kognitif (pengetahuan dan pemahaman), afektif (perasaan dan emosi), dan konatif 

(kecenderungan bertindak). Kedua, Teori Kepercayaan (Trust Theory) dari Mayer, Davis, dan Schoorman 

(1995) yang menganalisis tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap DPR RI berdasarkan tiga 
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karakteristik: kemampuan (ability), integritas (integrity), dan kebajikan (benevolence). Kedua teori ini 

saling melengkapi dalam memahami krisis kepercayaan publik terhadap DPR RI dari perspektif 

mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda yang kritis. 

 

Gambar 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Laki-laki 60 55.6 55.6 55.6 

Perempuan 48 44.4 44.4 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

Berdasarkan data yang terkumpul, dari total 108 responden terdapat 60 mahasiswa laki-laki 

(55,6%) dan 48 mahasiswa perempuan (44,4%). Komposisi ini menunjukkan bahwa responden laki-laki 

sedikit lebih banyak dibanding perempuan. Perbedaan ini tidak terlalu signifikan, sehingga hasil penelitian 

tetap mewakili persepsi kedua kelompok gender secara proporsional. 

 

Gambar 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya, secara rutin 33 30.6 30.6 30.6 

Ya, sesekali 63 58.3 58.3 88.9 

Tidak, jarang mengikuti 12 11.1 11.1 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

Berdasarkan data yang terkumpul, 58,3% mahasiswa sesekali mengikuti isu politik, 30,6% 

mengikuti secara rutin, dan 11,1% jarang mengikuti. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

mahasiswa memiliki kesadaran politik cukup baik, meskipun belum seluruhnya aktif mengikuti isu 

nasional. Kondisi ini menggambarkan minat dan kepedulian mahasiswa FISIP terhadap isu politik dan 

lembaga legislatif seperti DPR RI. 
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Gambar 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya, sangat mengetahui 30 27.8 27.8 27.8 

Ya, cukup mengetahui 64 59.3 59.3 87.0 

Tidak terlalu mengetahui 14 13.0 13.0 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

Berdasarkan data yang terkumpul, 59,3% mahasiswa cukup mengetahui, 27,8% sangat 

mengetahui, dan 13% tidak terlalu mengetahui tugas serta fungsi DPR RI. Hasil ini menunjukkan bahwa 

mahasiswa FISIP memiliki pemahaman politik yang cukup baik untuk menilai peran dan kinerja lembaga 

legislatif. Pengetahuan ini menjadi dasar pembentukan persepsi dan kepercayaan mahasiswa terhadap 

DPR RI. 

 
Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap DPR RI (Variabel X) 

Analisis terhadap persepsi mahasiswa diukur melalui tiga dimensi utama berdasarkan Teori 

Persepsi Robbins & Judge, yaitu dimensi kognitif, afektif, dan konatif. Berdasarkan hasil pengolahan data 

dari 108 responden, diperoleh gambaran sebagai berikut: 

 

Tabel 4 

Variabel X Indikator Indeks Mean Skor 

X1 Kognitif 2.85 

X2 Afektif 1.68 

X3 Konatif 3.13 

 

Gambar 5  
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Kemampuan (2.59) 

Indikator kemampuan (2.59) menunjukkan bahwa mahasiswa menilai DPR RI masih memiliki 

kapasitas dalam menjalankan fungsi legislasi dan pembuatan kebijakan publik, meskipun efektivitas 

pelaksanaannya dinilai belum maksimal. 
1. Integritas (2.45) 

Indikator integritas (2.45) tergolong rendah, yang mencerminkan adanya keraguan mahasiswa 

terhadap moralitas dan kejujuran anggota DPR RI. Berbagai kasus pelanggaran etik, korupsi, dan 

penyalahgunaan wewenang yang sering diberitakan di media turut memperkuat persepsi negatif 

terhadap integritas lembaga ini. 
2. Kebajikan (2.37) 

Indikator kebajikan (2.37) memperoleh skor terendah. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa menilai 

DPR RI belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Mahasiswa beranggapan 

bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil DPR RI lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan 

politik dan ekonomi tertentu dibandingkan kepentingan rakyat secara umum. 

 
Analisis Trust Issue Terhadap DPR RI (Variabel Y) 

Tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap DPR RI diukur melalui tiga indikator berdasarkan Teori 

Kepercayaan dari Mayer, Davis, dan Schoorman (1995), yaitu kemampuan (ability), integritas (integrity), 

dan kebajikan (benevolence). Hasil analisis menunjukkan: 

 

Tabel 5  

Variabel Y Indikator Indeks Mean Skor 

Y1 Kemampuan  2,59 

Y2 Integritas  2,45 

Y3 Kebajikan  2,37 

 

Gambar 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Kemampuan (2.59) 

Indikator kemampuan (2.59) menunjukkan bahwa mahasiswa menilai DPR RI masih memiliki 

kapasitas dalam menjalankan fungsi legislasi dan pembuatan kebijakan publik, meskipun efektivitas 

pelaksanaannya dinilai belum maksimal. 
2. Integritas (2.45) 

Indikator integritas (2.45) tergolong rendah, yang mencerminkan adanya keraguan mahasiswa 
terhadap moralitas dan kejujuran anggota DPR RI. Berbagai kasus pelanggaran etik, korupsi, dan 
penyalahgunaan wewenang yang sering diberitakan di media turut memperkuat persepsi negatif 
terhadap integritas lembaga ini. 
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3. Kebajikan (2.37) 
Indikator kebajikan (2.37) memperoleh skor terendah. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa menilai 
DPR RI belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Mahasiswa beranggapan 
bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil DPR RI lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan 
politik dan ekonomi tertentu dibandingkan kepentingan rakyat secara umum. 

 
Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara Universitas Palangka Raya terhadap DPR RI berada pada kategori cukup kritis 
namun cenderung negatif. Mahasiswa memahami peran DPR sebagai lembaga yang memegang fungsi 
legislasi, pengawasan, dan penganggaran negara, tetapi mereka menilai kinerja lembaga tersebut belum 
sepenuhnya memenuhi harapan publik. Hal ini tercermin dari skor rata-rata dimensi persepsi (X) yang 
menunjukkan pemahaman yang baik secara kognitif, namun rendah dalam aspek emosional (afektif). 
Sementara dari sisi kepercayaan (Y), ketiga indikator trust kemampuan, integritas, dan Kebajikan 
menunjukkan nilai sedang hingga rendah. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun mahasiswa 
masih mengakui peran formal dan kapasitas kelembagaan DPR RI, tingkat kepercayaan terhadap 
moralitas dan orientasi lembaga tersebut masih lemah. 

Dalam konteks teori persepsi Robbins & Judge dan teori kepercayaan Mayer, Davis, dan 
Schoorman (1995), temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa menilai DPR RI secara rasional dan 
objektif, bukan berdasarkan simpati emosional. Mereka tahu peran DPR sangat penting bagi sistem 
demokrasi, tetapi sulit mempercayai lembaga yang dinilai sering kali tidak transparan, kurang etis, dan 
belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun, meskipun skeptis, mahasiswa tetap 
menunjukkan kepedulian dan kemauan untuk berpartisipasi secara kritis dalam mengawasi lembaga 
legislatif. Dengan demikian, persepsi mahasiswa terhadap DPR RI secara umum dapat dikategorikan 
sebagai kritis, sadar politik, dan reflektif, yaitu memahami pentingnya peran DPR tetapi sekaligus 
menuntut perubahan nyata agar lembaga ini kembali layak dipercaya publik. 

Dimensi kognitif menggambarkan sejauh mana mahasiswa memahami dan menilai fungsi serta 
peran DPR RI secara rasional. Nilai 2,85 menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pengetahuan politik 
yang cukup baik mereka paham DPR berperan sebagai pembuat undang-undang, pengawas pemerintah, 
dan pengelola anggaran negara. Namun, pemahaman itu tidak otomatis menumbuhkan kepercayaan. Ini 
sejalan dengan teori persepsi Robbins & Judge yang menjelaskan bahwa persepsi kognitif bersifat 
interpretatif; seseorang dapat memahami suatu objek dengan baik, tetapi tetap menilainya secara kritis 
jika informasi yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi. 

Meningkatnya literasi politik generasi muda tidak selalu diikuti oleh meningkatnya kepercayaan 
terhadap lembaga politik, karena adanya kesenjangan antara idealisme dan praktik (Schulz, 2024). 
Temuan serupa oleh (Martí et al., 2024) menegaskan bahwa legitimasi dan moralitas lembaga publik 
menjadi faktor kunci dalam membentuk kepercayaan politik. Artinya, rendahnya kepercayaan terhadap 
DPR RI bukan disebabkan kurangnya pemahaman, melainkan karena mahasiswa memahami fungsinya 
dengan baik dan menemukan ketidaksesuaian antara teori dan praktik. 

Dimensi afektif merupakan aspek emosional dalam persepsi mahasiswa terhadap DPR RI. Skor 
yang sangat rendah (1,68) menunjukkan adanya ketidakpuasan dan kekecewaan yang cukup mendalam. 
Dimensi afektif terbentuk dari reaksi emosional terhadap pengalaman sosial. Bila objek dipersepsikan 
negatif, maka emosi yang muncul berupa rasa tidak suka, sinis, atau marah (Stylos et al., n.d.). 

Mahasiswa menilai DPR RI sering kali terlibat dalam polemik publik seperti korupsi, pelanggaran 
etik, dan keputusan politik yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Faktor-faktor ini memunculkan 
persepsi emosional yang negatif. (Iqbal & Pudjiastuti, 2011) juga menemukan bahwa krisis afeksi publik 
terhadap DPR dipicu oleh rasa frustasi terhadap perilaku politik elit yang tidak mencerminkan moral 
publik. Rendahnya dimensi afektif mencerminkan hilangnya emotional trust antara DPR dan masyarakat. 
Artinya, publik bukan hanya tidak percaya pada kemampuan DPR, tetapi juga tidak “menyukai” lembaga 
tersebut. Kondisi ini berbahaya karena sulit membangun legitimasi politik tanpa adanya ikatan emosional 
dengan rakyat. DPR perlu melakukan rebranding moral dengan menegakkan etika politik, menindak 
pelanggaran secara terbuka, dan menampilkan empati sosial terhadap isu publik. Restorasi kepercayaan 
emosional tidak bisa dicapai lewat pencitraan semata, melainkan melalui tindakan nyata yang 
menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. 

Dimensi konatif menunjukkan kecenderungan mahasiswa untuk bertindak atau merespons isu-isu 
politik yang berkaitan dengan DPR RI. Skor tertinggi 3,13 menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa 
memiliki persepsi negatif terhadap DPR, mereka tidak apatis. Mereka justru memiliki semangat 
partisipatif yang kuat, baik dalam berdiskusi, mengkritik, maupun terlibat dalam aktivitas sosial-politik. 
Dalam kerangka Robbins & Judge, dimensi konatif merupakan wujud perilaku dari hasil proses persepsi. 
Mahasiswa yang memahami realitas politik (kognitif) dan kecewa terhadapnya (afektif) akan terdorong 
untuk beraksi melalui cara-cara yang konstruktif. Hasil ini konsisten dengan temuan Temuan penelitian ini 
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sejalan dengan (Wahyuningroem et al., 2023) yang menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap sistem 
politik dan menurunnya kepercayaan terhadap lembaga formal justru menjadi pemicu partisipasi kritis 
generasi muda, terutama mahasiswa, dalam memperjuangkan perbaikan demokrasi melalui gerakan 
sosial dan aktivisme digital. Tingginya skor konatif adalah sinyal bahwa mahasiswa masih peduli 
terhadap sistem politik dan berperan sebagai agent of control. DPR dapat memanfaatkan hal ini dengan 
memperkuat hubungan dengan kelompok mahasiswa dan akademisi melalui forum dialog kebijakan, 
kunjungan parlemen, dan pelibatan publik dalam penyusunan RUU. Jika tidak ditanggapi, semangat kritis 
mahasiswa dapat berubah menjadi resistensi sosial yang memperburuk citra DPR. 

Setelah membahas bagaimana mahasiswa melihat DPR RI dari tiga aspek utama yaitu kognitif, 
afektif, dan konatif, bagian ini fokus pada tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap lembaga legislatif 
tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik, khususnya DPR RI, menjadi hal penting 
dalam menjaga keabsahan demokrasi dan keberhasilan representasi politik. Menurut Mayer, Davis, dan 
Schoorman (1995) dalam model terintegrasi tentang kepercayaan organisasional, kepercayaan terbentuk 
melalui tiga faktor utama, yaitu kemampuan, integritas, dan kebajikan. Ketiga faktor ini mencerminkan sisi 
rasional dan moral yang menentukan seberapa besar masyarakat percaya terhadap suatu lembaga. 
Kemampuan menunjukkan sejauh mana lembaga dapat menjalankan tugas dan fungsi secara 
profesional; integritas menggambarkan konsistensi moral dan kejujuran lembaga dalam menjalankan 
tugas yang diberikan masyarakat; sedangkan kebajikan menunjukkan niat baik dan sikap peduli lembaga 
terhadap kepentingan masyarakat. Analisis terhadap ketiga faktor ini penting untuk memahami sebab-
sebab spesifik yang menyebabkan munculnya masalah kepercayaan mahasiswa terhadap DPR RI. 
Dengan demikian, bagian berikut akan menjelaskan secara rinci bagaimana mahasiswa menilai DPR RI 
dari segi kemampuan, integritas, dan kebajikan, serta bagaimana ketiga aspek tersebut saling 
memengaruhi dalam membentuk tingkat kepercayaan secara keseluruhan. 

Indikator kemampuan menggambarkan sejauh mana mahasiswa menilai DPR RI memiliki 
kapasitas dan kompetensi dalam menjalankan fungsi-fungsi legislasi, pengawasan, serta penganggaran. 
Skor 2,59 menunjukkan bahwa mahasiswa masih mengakui kemampuan struktural DPR RI, namun 
menilai bahwa efektivitas dan konsistensi pelaksanaannya belum optimal. Dalam kerangka teori Mayer, 
kemampuan mencerminkan aspek profesionalitas dan kompetensi lembaga yang dipercaya. Artinya, 
kepercayaan akan meningkat bila publik melihat bahwa lembaga tersebut mampu menjalankan perannya 
secara efektif dan akuntabel. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa mahasiswa menilai kemampuan 
DPR RI secara “moderat” mereka mengakui peran formalnya, tetapi menilai output kebijakan yang 
dihasilkan belum mencerminkan kebutuhan masyarakat luas. Temuan ini sejalan dengan (Zacky et al., 
2024) yang menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang DPR RI memiliki fungsi strategis, 
namun banyak kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada publik. DPR perlu meningkatkan efektivitas 
fungsi legislasi dengan memperkuat riset kebijakan, memperluas partisipasi publik dalam pembahasan 
RUU, dan memastikan hasil kerja nyata bisa dirasakan masyarakat. Bila kinerja substantif meningkat, 
kepercayaan terhadap kemampuan DPR akan ikut naik, yang menjadi fondasi awal pemulihan citra 
lembaga. 

Integritas adalah aspek paling krusial dalam teori trust, karena mencerminkan moralitas, kejujuran, 
dan konsistensi nilai antara ucapan dan tindakan. Skor 2,45 menunjukkan bahwa mahasiswa menilai 
integritas DPR RI rendah. Hal ini berarti ada krisis moral dan kejujuran yang menyebabkan publik sulit 
percaya pada lembaga ini, meskipun mereka memahami fungsinya secara struktural. Kasus korupsi, 
pelanggaran etik, konflik kepentingan, dan gaya hidup hedonis anggota DPR menjadi faktor utama yang 
memperkuat persepsi negatif ini. Dalam teori Mayer et al., lemahnya integritas akan langsung 
menurunkan trust, bahkan jika kemampuan lembaga cukup baik. Temuan ini sejalan dengan bukti 
empiris sebelumnya yang menunjukkan bahwa integritas pejabat publik merupakan salah satu 
determinan utama pembentukan kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan (OECD Survey on 
Drivers of Trust in Public Institutions - 2024 Results, 2024). Rendahnya skor integritas menjadi alarm 
serius bagi DPR. Masalah ini bukan hanya soal persepsi, tetapi legitimasi. Rendahnya integritas anggota 
DPR membuat publik melihat lembaga ini bukan sebagai wakil rakyat, tetapi kelompok kepentingan. DPR 
perlu memperkuat kode etik, memperketat sanksi terhadap pelanggaran moral, dan membuka proses etik 
secara transparan ke publik. Tanpa pemulihan integritas, setiap upaya perbaikan kinerja hanya akan 
dianggap pencitraan. 

Kebajikan atau benevolence menggambarkan niat baik dan orientasi lembaga terhadap 
kepentingan rakyat. Skor 2,37 merupakan yang paling rendah di antara ketiga indikator, menunjukkan 
bahwa mahasiswa menilai DPR RI belum benar-benar berpihak kepada masyarakat. Mereka melihat 
keputusan DPR lebih sering dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, dan kelompok elit 
dibandingkan kepentingan publik. Kebajikan adalah aspek yang membuat publik yakin bahwa lembaga 
yang dipercaya tidak hanya kompeten dan jujur, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan masyarakat 
(Mayer et al., 1995). Jika lembaga dianggap tidak memiliki empati sosial atau tidak memahami aspirasi 



 

 

p-ISSN 2407-2087  e-ISSN 2722-371X  

706 | Yunithalia Ananditha, Radid Alfazry, Bhayu Rhama, Yonatan Ari Santoso, Suprayitno 

; Persepsi Mahasiswa Terhadap Trust Issue Publik Mengenai Isu DPR RI ... 

rakyat, trust akan runtuh meskipun lembaga itu bekerja secara teknis dengan baik. Penelitian dari Jurnal 
Pascasarjana UNLA (2025) menunjukkan bahwa resistensi masyarakat terhadap kebijakan DPR seperti 
Revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja muncul karena publik menilai DPR tidak sensitif terhadap aspirasi 
rakyat.  

Analisis dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (2025) juga mengungkap bahwa isu 
kesejahteraan anggota DPR yang berlebihan di tengah krisis ekonomi publik memperburuk persepsi 
bahwa DPR tidak memiliki empati politik. Kebajikan adalah indikator paling strategis untuk memulihkan 
kepercayaan publik. Skor rendah ini menunjukkan DPR harus memperbaiki orientasi politiknya: berpihak 
pada isu-isu kesejahteraan rakyat, mendengarkan aspirasi publik sebelum mengambil keputusan, dan 
menampilkan empati dalam setiap kebijakan. Bila DPR gagal menunjukkan niat baik, maka kepercayaan 
publik akan terus tergerus, meskipun kemampuan dan integritasnya kelak membaik. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara 
Universitas Palangka Raya terhadap DPR RI cenderung kritis namun bernuansa negatif. Secara umum, 
mahasiswa memahami peran DPR RI sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, 
dan penganggaran, tetapi menilai pelaksanaannya belum mencerminkan kepentingan publik secara 
optimal.  

Hasil analisis berdasarkan teori persepsi Robbins & Judge memperlihatkan bahwa dimensi kognitif 
memperoleh skor cukup tinggi, yang menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman rasional 
terhadap fungsi DPR RI. Namun, dimensi afektif berada pada kategori rendah, mencerminkan adanya 
kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap perilaku politik anggota DPR. Sementara itu, dimensi konatif 
menunjukkan skor tertinggi, menandakan bahwa meskipun mahasiswa bersikap kritis, mereka tetap 
memiliki kemauan untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan menanggapi isu politik secara 
konstruktif.  

Berdasarkan teori kepercayaan Mayer, Davis, dan Schoorman (1995) tingkat kepercayaan 
mahasiswa terhadap DPR RI juga berada pada kategori sedang hingga rendah. Indikator kemampuan 
(ability) dinilai cukup baik, namun integritas (integrity) dan kebajikan (benevolence) memperoleh skor 
rendah. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih meragukan moralitas dan orientasi DPR RI 
terhadap kepentingan rakyat. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa krisis kepercayaan publik terhadap DPR RI 
juga tercermin di kalangan mahasiswa, kelompok yang seharusnya memiliki kesadaran politik tinggi. 
Persepsi yang terbentuk lebih banyak dipengaruhi oleh citra negatif lembaga dan perilaku anggotanya 
daripada oleh fungsi kelembagaan itu sendiri. Oleh karena itu, DPR RI perlu melakukan upaya pemulihan 
kepercayaan publik melalui peningkatan transparansi, penguatan integritas, serta menunjukkan 
keberpihakan yang nyata terhadap kepentingan rakyat. Selain itu, peningkatan komunikasi publik dan 
pelibatan generasi muda dalam proses legislasi dapat menjadi langkah strategis untuk memperbaiki citra 
lembaga dan memperkuat legitimasi politik di masa mendatang. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut. 
DPR RI perlu melakukan langkah konkret dalam memulihkan kepercayaan publik melalui peningkatan 
integritas, transparansi, serta konsistensi dalam menegakkan etika politik. Lembaga ini juga sebaiknya 
lebih terbuka dalam proses legislasi dengan melibatkan masyarakat, akademisi, dan mahasiswa agar 
tercipta hubungan yang partisipatif serta meningkatkan legitimasi publik terhadap kinerja parlemen. Bagi 
kalangan akademisi dan mahasiswa, penting untuk terus meningkatkan literasi politik dan 
mempertahankan sikap kritis terhadap isu-isu politik secara konstruktif melalui kegiatan akademik 
maupun diskusi publik.  

Sementara itu, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek kajian ke 
universitas lain atau kelompok masyarakat yang berbeda guna memperoleh gambaran yang lebih 
komprehensif mengenai persepsi publik terhadap DPR RI. Penelitian kualitatif juga dapat menjadi 
alternatif untuk menggali lebih dalam faktor-faktor emosional dan moral yang memengaruhi tingkat 
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. 
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